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BAB II 

ISI PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 006/PUU-III/2005 

DAN PUTUSAN NOMOR 5/PUU-V/2007 

 

A. Putusan Nomor 006/PUU-III/2005  

 

Biem Benjamin, alamat di Jalan Jagakarsa Nomor 39 Jakarta Selatan, 

untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Pada tanggal 29 September 

2004 Dewan Perwakilan Rakyat Periode 1999-2004 telah menyetujui 

Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda). 

Kemudian, RUU Pemda itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri 

menjadi UU Pemda, pada tanggal 15 Oktober 2004 diundangkan oleh 

Sekretaris Negara Bambang Kesowo dan pada tanggal yang sama (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
8
 

Menetapkan hanya Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang 

dapat mengusulkan calon kepala daerah, sehingga menghilangkan peluang 

perseorangan untuk mengajukan diri secara langsung dan mandiri sebagai 

calon kepala daerah dalam Pilkada sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat 

(1) dan ayat (3) UU Pemda, menurut Pemohon merupakan sebuah ketetapan 

yang tidak sesuai dengan BAB VII B***) PEMILIHAN UMUM, Pasal 22E 

ayat (3) dan ayat (4), BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**), 

Pasal 27 ayat (1), dan BAB XA**) HAK ASASI MANUSIA Pasal 28D ayat 

(3) UUD 1945. 
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1. Petitum  

Berdasarkan uraian di atas, tuntutan dalam permohonan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya; 

b. Menyatakan: membatalkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda, 

karena menetapkan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang 

berhak mengajukan calon kepala daerah, yang itu berarti menutup 

peluang calon perseorangan untuk mengajukan diri secara langsung dan 

mandiri, serta menyatakan ayat (1) dan ayat (3) Pasal sebagaimana 

tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 

c. Menyatakan: membatalkan Pasal 59 ayat (2) UU Pemda, karena 

menetapkan persyaratan pengajuan calon kepala daerah yang bersifat 

diskriminatif berbanding dengan persyaratan pengajuan calon presiden 

dan wakil presiden, serta menyatakan ayat (2) Pasal sebagaimana 

tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;  

d. Menyatakan: membatalkan UU Pemda, bagian keempat Pemerintah 

Daerah, Paragraf Kesatu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 

24 ayat (5) berikut pasal-pasal yang berkaitan, yang di dalamnya terdapat 

kalimat: Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon, Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, yaitu pada Pasal 
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56 sampai dengan Pasal 67, Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, 

Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 

sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112. Paragraf 

keenam, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119. Serta menyatakan Pasal-

pasal sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat. 

e. Mohon putusan yang seadil-adilnya. 

2. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon. 

Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena 

berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 

memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing: 

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 

b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon 

telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 

c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 

(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut 

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 

Menimbang bahwa meskipun kerugian Pemohon yang diakibatkan 

oleh berlakunya Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda sebagai calon 
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perorangan yang tidak melalui partai politik tidak dapat mendaftarkan diri 

sebagai calon kepala daerah belum merupakan hal yang aktual akan tetapi 

sebagai anggota DPD yang terpilih untuk mewakili DKI Jakarta, menurut 

penalaran yang wajar, sudah dapat dipastikan akan ditolak oleh 

penyelenggara Pilkada, sehingga dengan demikian kriteria kedudukan 

hukum (legal standing) yang diuraikan di atas telah terpenuhi. Dengan 

demikian, sepanjang menyangkut permohonan pengujian atas Pasal 59 ayat 

(1) dan ayat (3) undang-undang a quo, Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing). 

Menimbang oleh karena Mahkamah mempunyai kewenangan untuk 

memeriksa permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 

(legal standing) maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan 

pokok permohonan sepanjang menyangkut atas Pasal 59 ayat (1) dan ayat 

(3) UU Pemda. 

3. Pokok Permohonan 

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan Pasal 59 ayat (1) 

dan (3) yang menetapkan hanya partai politik atau gabungan partai politik 

yang dapat mengusulkan secara berpasangan calon kepala/wakil kepala 

daerah, hal mana telah menghilangkan peluang perseorangan untuk 

mengajukan diri secara langsung dan mandiri sebagai calon kepala daerah, 

dipandang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan (4), Pasal 27 ayat (1) 

dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 
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Menimbang bahwa dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2005 yang 

telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang juga 

berkenaan dengan Pasal 59 UU Pemda, dalam pertimbangan hukumnya 

terdapat ratio decidendi (nalar putusan) yang relevan dengan permohonan a 

quo. Terlepas dari belum adanya amar putusan Mahkamah yang telah 

memutus tentang Pasal 59 UU Pemda tersebut, akan tetapi ratio decidendi 

putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2005 tersebut 

relevan dengan perkara in casu dan dipandang menjadi bagian dari putusan 

dalam perkara ini. 

Menimbang bahwa Mahkamah memperhatikan keterangan lisan 

maupun tertulis Pemerintah atas UU Pemda dalam perkara Nomor 

005/PUU-III/2005 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya telah 

menyatakan sebagai berikut: 

1) Semangat perumusan Pasal 59 UU Pemda adalah untuk membangun 

mekanisme demokrasi di Indonesia, dimana mekanisme demokrasi yang 

dibangun dalam pemilihan kepala daerah adalah mekanisme demokrasi 

partai; 

2) Dalam menjalankan mekanisme demokrasi partai tetap harus 

memperhatikan atau mengakomodasi aspirasi yang berkembang di 

masyarakat dan harus menghindarkan perilaku yang diskriminatif dengan 

jalan perekrutan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 

harus melalui mekanisme yang demokratis dan transparan; 
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3) Partai politik adalah sarana memperjuangkan kehendak masyarakat dan 

penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional, sekaligus 

sebagai sarana kaderisasi dan rekruitmen politik dalam pengisian jabatan 

politik melalui mekanisme yang demokratis. 

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan sekarang apakah 

pengaturan mekanisme rekrutmen jabatan politik yang dilakukan 

berdasarkan Pasal 59 ayat (1) harus melalui pengusulan partai politik 

melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 terhadap 

mana Mahkamah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:  

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan 

tidak ada kecualinya.” 

Pasal 28 D ayat (3) berbunyi:  

“Setiap warga Negara memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan.” 

 

Persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan yang 

diartikan juga tanpa diskriminasi adalah merupakan hal yang berbeda 

dengan mekanisme rekrutmen dalam jabatan pemerintahan yang dilakukan 

secara demokratis. Adalah benar bahwa hak setiap orang untuk memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan dilindungi oleh Konstitusi 

sepanjang orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

undang-undang yang berkenaan dengan itu, antara lain syarat usia,  

pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta syarat-syarat lainnya. 
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Persyaratan tersebut akan berlaku sama terhadap semua orang, tanpa 

membeda-bedakan orang baik karena alasan agama, suku, ras, etnik, 

kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa 

dan keyakinan politik. Sementara itu pengertian diskriminasi yang dilarang 

dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) tersebut telah dijabarkan lebih jauh 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. 

Menimbang bahwa persyaratan pengusulan calon pasangan kepala 

daerah/wakil kepala daerah harus melalui pengusulan partai politik, adalah 

merupakan mekanisme atau tata cara bagaimana pemilihan kepala daerah 

dimaksud dilaksanakan, dan sama sekali tidak menghilangkan hak 

perseorangan untuk ikut dalam pemerintahan, sepanjang syarat pengusulan 

melalui partai politik dilakukan, sehingga dengan rumusan diskriminasi 

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 maupun Pasal 2 International Covenant on Civil and Political 

Rights, yaitu sepanjang pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas 

agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, 

jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, maka pengusulan melalui 

partai politik demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan UUD 

1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan kebijakan (legal 

policy) yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang 

(willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang 

(detournement de pouvoir). 
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Menimbang bahwa pembatasan hak-hak politik seperti itu 

dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sepanjang pembatasan 

dimaksud dituangkan dalam undang-undang. 

Menimbang bahwa lagi pula diberikannya hak konstitusional untuk 

mengusulkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah kepada 

partai politik, tidaklah diartikan bahwa hal itu menghilangkan hak 

konstitusional warga negara, in casu Pemohon untuk menjadi kepala daerah, 

sepanjang Pemohon memenuhi syarat Pasal 58 dan dilakukan menurut tata 

cara yang disebut dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda, 

persyaratan mana merupakan mekanisme atau prosedur mengikat setiap 

orang yang akan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah.  

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di 

atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang menyangkut 

pengujian atas Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai 

dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 

sampai dengan 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan 

103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 

sampai dengan 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, tidak dapat diterima; sedangkan permohonan 

Pemohon menyangkut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) tidak cukup beralasan, 

sehingga harus dinyatakan ditolak. 

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
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4. Mengadili  

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut 

pengujian Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai 

dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 

sampai dengan 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan 

103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 

sampai dengan 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 23 

Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

Menolak permohon Pemohon mengenai pengujian Pasal 59 ayat (1) 

dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). 

 

B. Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 

Lalu Ranggalawe, seorang Anggota DPRD Kabupaten Lombok 

Tengah, beralamat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok 

Tengah in casu, kemudian mengajukan permohonan judicial-review Pasal 56, 

Pasal 59, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat 

permohonannya bertanggal 5 Februari 2007 yang diterima di Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan 
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Mahkamah) pada tanggal 7 Februari 2007 dan diregistrasi dengan Nomor 

5/PUU-V/2007.
9
 

Adapun pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam memutus 

perkara Nomor : 5/PUU-V/2007 adalah sebagai berikut :  

1. Kewenangan Mahkamah 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 

1945, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang 

terhadap UUD 1945. Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lebih lanjut 

dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, 

selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 

Nomor 8, TLNRI Nomor 4358). 

Menimbang bahwa, sebagian pasal-pasal yang dimohonkan 

pengujian sudah pernah diuji oleh Mahkamah dengan amar putusan 

menolak permohonan, yakni Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perkara 

Nomor : 006/PUUIII/2005 dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perkara Nomor : 

010/PUU-III/2005, maka apakah cukup alasan bagi Mahkamah untuk dapat 

menguji kembali pasal-pasal a quo karena adanya Pasal 60 UUMK juncto 
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Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2006 

(selanjutnya disebut PMK 06), hal tersebut akan dipertimbangkan bersama 

dengan Pokok Permohonan. Sedangkan pasal-pasal lainnya yang 

dimohonkan pengujian, meskipun pernah diuji dalam Perkara Nomor 

006/PUU-III/2005, tetapi karena amar putusannya menyatakan permohonan 

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka pasal-

pasal dimaksud masih dapat diuji oleh Mahkamah.  

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pengujian 

UU terhadap UUD 1945, Pasal 51 Ayat (1) UU MK menentukan bahwa 

yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah (a) perorangan warga negara 

Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum 

20 publik atau privat, atau (d) lembaga negara. Dalam hal ini, Pemohon 

adalah perorangan warga negara Indonesia, sehingga memenuhi syarat atau 

kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU 

MK. 

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi syarat legal standing, 

Pemohon tidak hanya telah memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, tetapi juga disyaratkan pula 

oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK bahwa Pemohon menganggap 

hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
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undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah dalam Putusan Perkara 

Nomor : 006/PUU-III/2005 dan perkara-perkara selanjutnya berpendapat 

bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang 

menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yang 

bersifat kumulatif sebagai berikut :  

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945; 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon 

dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

pengujian;  

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan 

aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang 

wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian 

dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.  

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan 

adanya hak-hak konstitusional yang dimilikinya yaitu yang terdapat dalam 

Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat(1), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), dan 

Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Hak-hak konstitusional tersebut di atas 

menurut Pemohon telah dirugikan oleh Pasal 56 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1), 

Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) huruf a, Ayat (5) huruf c, Pasal 60 Ayat (2), 
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Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang hanya membuka peluang pencalonan Kepala 

Daerah oleh Parpol atau gabungan Parpol. 

Menimbang bahwa apakah kerugian Pemohon telah bersifat spesifik 

dan aktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 

dipastikan akan terjadi. Pemohon belum pernah, tetapi berkeinginan untuk 

mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah, karena memang pemilihan 

Kepala Daerah di tempat Pemohon bertempat tinggal masih belum 

diselenggarakan. Namun, dapat dipastikan bahwa apabila masa pemilihan 

Kepala Daerah tiba dan Pemohon mendaftarkan diri sebagai calon Kepala 

Daerah tidak melalui Parpol atau gabungan Parpol sebagaimana telah 

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pasti akan 

menolak pendaftaran Pemohon. Pemohon berpendapat apabila ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah tidak membatasi pencalonan Kepala Daerah hanya melalui Parpol 

atau gabungan Parpol, tetapi juga membuka bagi calon perorangan maka 

hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan. Oleh karenanya, Pemohon 

memohon agar ketentuan yang membatasi pencalonan Kepala Daerah yang 

hanya melalui Parpol atau gabungan Parpol dinyatakan oleh Mahkamah 

sebagai bertentangan dengan UUD 1945. 

Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai 

legal standing dapat diterima, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan 
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hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah a quo kepada Mahkamah.  

3. Pokok Permohonan 

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki legal standing, maka akan 

dipertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan; 

Menimbang bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai 

konstitusionalitas beberapa pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini pada intinya mengenai 

konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang tidak memungkinkan perseorangan 

mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah 

tanpa melalui Parpol atau gabungan Parpol.  

MK dalam pendiriannya, diantaranya menyampaikan : 1) bahwa 

Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menguji pasal - pasal yang 

memberikan hak dan pasal-pasal yang mengatur tata cara pengajuan calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol sebagai bertentangan 

dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Namun, dalam persidangan terungkap bahwa yang dimaksud oleh Pemohon 

bertentangan dengan UUD 1945 bukanlah pencalonan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah oleh Parpol atau gabungan Parpol, melainkan 

pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hanya menjadi 

hak Parpol dan tidak membuka kesempatan kepada perseorangan untuk 
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dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

itulah yang bertentangan dengan UUD 1945. 2) bahwa dengan demikian, 

yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon 

yang hanya membuka kemungkinan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah melalui pencalonan oleh Parpol atau gabungan Parpol saja 

dan tidak membuka kesempatan pencalonan secara perseorangan 

bertentangan dengan UUD 1945. 3) bahwa ketentuan tentang pencalonan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimuat dalam UU 

Pemda berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, yaitu 

Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-

masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota 

dipilih secara demokratis”. 

 Ketentuan tentang tata cara pemilihan Kepala Daerah dan wakil 

kepala tersebut selanjutnya perlu diatur oleh undang-undang. Mahkamah 

dalam putusan Nomor : 072-073/PUU-II/2004 pernah menyatakan bahwa 

menjadi pilihan kebijakan (policy) pembentuk undang-undang untuk 

mengatur tata cara pemilihan Kepala Daerah. UU Pemda telah menjabarkan 

perintah Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut dengan menetapkan 

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan 

pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh Parpol atau 

gabungan Parpol. Hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang-
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undang. 4) bahwa setelah diundangkannya UU Pemda dan setelah Putusan 

Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, pembentuk undang-undang 

mengundangkan UU Pemerintahan Aceh yang di dalamnya memuat 

ketentuan tentang tata cara pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) yang menyatakan: 

“Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali 

kota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) 

diajukan oleh : a. partai politik atau gabungan partai politik; b. partai politik 

lokal atau gabungan partai politik lokal ; c. Gabungan partai politik dan 

partai politik lokal; dan/atau ; d. perseorangan”. 

4. Mengadili 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 

125, TLNRI Nomor 4437), yang hanya memberi kesempatan kepada 

partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak 

konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu: 

a. Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi,  

”Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik.” 

b. Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik” 
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c. Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa  

”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;  

d. Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa  

“Partai politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa ”yang seluas 

luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya memproses bakal calon 

dimaksud”.  

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal pasal 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yaitu: 

a. Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, ”Pasangan calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik”. 

b. Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik”. 

c. Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa ”sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)”. 

d. Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa “Partai politik 

atau gabungan partai politik wajib”, frasa ”yang seluasluasnya”, dan 

frasa “dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”. 

4. Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 

4437) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut :  

a) Pasal 59 Ayat (1) :  
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”Peserta pemilihan Kepala Daerah dan  Wakil Kepala Daerah adalah 

pasangan calon”. 

b) Pasal 59 Ayat (2) :  

“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan 

pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-

kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 

15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam 

pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. 

c) Pasal 59 Ayat (3):  

“Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui 

mekanisme yang demokratis dan transparan”. 

 


